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Abstract: 
The power of an independent judiciary institutionally and in the judicial process has been 

justified by legal provisions both national and international. With this judicial power, it is 

expected to produce quality judges' decisions so that they become an important reference in 
determining community law compliance. In essence, the judge in handing down a decision is 

influenced by 2 (two) streams, namely: (a) Conservative School, which is a judge's decision 

based solely on written legal provisions (laws and regulations), (b) Progressive School, which is 

a judge's decision that is not solely based on written legal provisions but the judge must also base 

on empirical knowledge and experience he has experienced. The purpose of this study is to 

analyze and examine how judges hand down a decision in law enforcement in Indonesia. This 

research uses qualitative writing methods normatively-juridically. This research identifies legal 

principles and doctrines as a reference in responding to problems.  
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Abstrak: 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka secara kelembagaan dan secara proses peradilan telah 

dijustifikasi oleh ketentuan hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan 

kekuasaan kehakiman tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas 

sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (obey) hukum masyarakat. Pada 

hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni: (a) Aliran 

Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis 

(peraturan perundang-undang), (b) Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata 

mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada 

pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisa dan mengkaji bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam 
penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif secara 

normative-yuridis. Penelitian ini mengidentifikasikan pada prinsip dan doktrin hokum sebagai 

acuan dalam menanggapi permasalahan.  

 

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Putusan Hakim, Aliran Putusan 
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PENDAHULUAN 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (the independence of judiciary) merupakan 

salah satu ciri terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan 

kekuasaan kehakiman yang independen menjadi fondasi utama dalam menjamin tegaknya 

supremasi hukum. Tanpa adanya kebebasan lembaga peradilan, maka keadilan akan sulit 

untuk diwujudkan secara objektif. Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara 

demokrasi harus mampu menjamin independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. 

Independensi tersebut mencakup kebebasan dari campur tangan kekuasaan lain, baik 

eksekutif maupun legislatif. Hal ini penting agar setiap putusan yang dihasilkan benar-

benar mencerminkan keadilan. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka juga 

berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, prinsip ini menjadi 

indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. 

Dalam konteks Indonesia, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka telah 

ditegaskan dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka. Kekuasaan ini digunakan untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peradilan 

harus bebas dari segala bentuk intervensi. Kebebasan tersebut bertujuan agar hakim dapat 

memutus perkara secara objektif dan adil. Selain itu, prinsip ini juga memperkuat posisi 

lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi. Dengan adanya jaminan konstitusional, 

maka kekuasaan kehakiman memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan 

prinsip ini harus dijaga secara konsisten dalam praktik peradilan. 

Selanjutnya, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-

undang tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka. Kekuasaan ini bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai-nilai 

Pancasila menjadi dasar dalam setiap putusan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga 

mengatur peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim dituntut untuk 

memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, 

keberadaan undang-undang ini memperkuat implementasi prinsip independensi peradilan 

di Indonesia. 

Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Sengketa tersebut dapat terjadi antara 

individu dengan individu maupun antara individu dengan negara. Dalam setiap 

penyelesaian sengketa, hakim bertindak atas nama negara untuk memberikan putusan 

yang adil. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang ada 

dalam perkara. Selain itu, hakim juga harus menjaga netralitas dalam memeriksa dan 

memutus perkara. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. 

Putusan yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan substantif dan bukan sekadar 

formalitas hukum. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan dalam mewujudkan 

keadilan di masyarakat. 

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung 

jawab besar dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Pengadilan tidak boleh 

membeda-bedakan siapa pun yang mencari keadilan. Setiap individu memiliki hak yang 

sama di hadapan hukum. Prinsip persamaan di depan hukum ini menjadi dasar dalam 

sistem peradilan yang adil. Selain itu, pengadilan juga harus membantu para pencari 
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keadilan dalam menghadapi proses hukum. Hambatan dan rintangan yang dihadapi harus 

diatasi agar proses peradilan berjalan dengan baik. Pengadilan harus menjunjung tinggi 

nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalisme. Dengan demikian, kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terjaga. 

Pada akhirnya, tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah 

untuk mewujudkan peradilan yang adil, bersih, dan objektif. Peradilan yang demikian 

akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Selain itu, 

peradilan yang profesional juga akan meningkatkan kepastian hukum. Kepastian hukum 

sangat penting dalam menciptakan ketertiban sosial. Tanpa kepastian hukum, masyarakat 

akan mengalami ketidakpastian dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, 

kekuasaan kehakiman harus terus dijaga independensinya. Upaya ini harus melibatkan 

semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, cita-cita negara 

hukum yang demokratis dapat terwujud secara nyata. 

  

METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan metode kualitatif secara normative-yuridis dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman. Jenis dan sumber bahan hokum penelitian ini meliputi bahan 

hokum primer dan bahan hokum sekunder. Bahan hokum primer mengacu pada peraturan 

perundang-undangana, antara lain : a) UUD 1945, b) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Bahan hokum sekunder untuk penelitian ini adalah buku, jurnal, 

dan artikel lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aliran Konservatif & Progresif Dalam Putusan Hakim 

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus 

diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

yang di hadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam 

menetukan kepatuhan (obey) hukum masyarakat. Begitu besar pengaruh putusan hakim, 

sampai-sampai kata "revolusi" pernah dipakai untuk sebuah putusan hakim, misalnya 

sebutan Januarie Revolutie yang diberikan kepada putusan Hoge Raad Belanda pada 

tanggal 31 Januari 1919. Putusan tersebut mengubah pengertian yang sebelumnya berlaku 

tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan "melawan hukum" itu tidak hanya tindakan yang bertentangan dengan 

undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan tata susila atau apa yang oleh 

masyarakat dianggap baik. Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam 

perkara pidana, menurut pasal 1 Angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa putusan 

pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka 

dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan yang berisi pemidanaan 

dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). 

Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang, ternyata kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari 

segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging) adalah putusan yang 

dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana 

http://openjournal.unpam.ac.id/JPH


Jurnal Pena Hukum (JPH) Vol. 04  No. 03 (2025) : 151-157 154 

Available online at  http://openjournal.unpam.ac.id/JPH 
 

(pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP). 

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran 

yakni: 

1. Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada 

ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undang). Karakter ini dipengaruhi 

oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak 

mengakui hukum di luar yang tertulis/undang-undang. Menurut aliran ini hukum 

identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan 

hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum apabila undang-undang 

menunjuknya.  

2. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada 

ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan 

dan pengalaman empiris yang dialaminya. Dalam hal ini hakim bukan lagi 

sekadar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atau apresiasi sendiri 

menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan seorang hakim 

harus dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pengalaman empiris hakim. 

Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heterotonom.  

 

Karakteristik Putusan Hakim Di Indonesia 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum "civil 

law" (Eropa Kontinental), yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak 

ratusan tahun yang lalu. Dalam sistem civil law, hukum tertulis merupakan primadona 

sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di 

Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara. Peranan nilai-nilai etis yang dijunjung 

oleh masyarakat mempunyai latar belakang berkaitan dengan masalah efektivitas 

berlakunya hukum. Suatu pembuatan hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat mengandung risiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. 

Keadaan yang demikian ini lebih-lebih akan terjadi, manakala pembuatan hukum itu 

melibatkan pendapat-pendapat yang bertentangan dalam masyarakat. 

Oleh karena itu putusan hakim tidak bisa direduksi sebagai putusan yang berkutat 

semata-mata dengan prosedur dan segenap teknikalitas hukum. Hakim secara dinamis 

harus mampu menciptakan nilai-nilai yang baru, atau merekayasa masyarakat. Dalam hal 

ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim berperan penting dalam putusan-

putusan yang dibuatnya. Dapatlah dikatakan bahwa dewasa ini pekerjaan hakim bukanlah 

sekadar menerapkan teknologi pencet tombol yakni dengan menerapkan metode berfikir 

silogisme seperti abad ke-17 maupun ke-18, sehingga diberi ungkapan sinis bahwa 

pekerjaan hakim tidak lebih daripada bouche de la loi semata. Akan tetapi lebih dari itu, 

pekerjaan hakim merupakan pekerjaan pergulatan kemanusiaan. Artinya hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara selain harus mendasarkan hukum pada satu pihak, juga 

mesti mendasarkan pada nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di lain 

pihak. 

 

Peningkatan Kualitas Putusan Hakim 

Dalam rangka meningkatkan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim 

harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, 

filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lain. Selain itu hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti peraturan 

perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. 

Kemudian yang tak kalah pentingnya hakim harus juga dapat melakukan penemuan 

hukum (rechtsvinding) dan/atau menciptakan hukum (rechtsschepping) untuk melengkapi 
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hukum yang sudah ada. Dalam hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan 

hukum. 

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja 

menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara 

nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara 

dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim 

merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar 

masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. 

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu 

perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan 

kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat 

di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau 

kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan 

lebih cenderung bernuansa ekonomi, dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk 

masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk 

manusia. 

Metode Penemuan Hukum 

1. Penafsiran hukum (Hermeneutika) 

a. Penafsiran gramatikal atau tata bahasa yakni menafsirkan kata-kata dalam 

undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. 

b. Penafsiran sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai 

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari 

peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri 

sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan 

yang lainnya. 

c. Penafsiran sosiologis atau teleologis yakni apabila makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui penafsiran ini hakim 

dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari 

hukum (rechtspositiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid). 

d. Penafsiran historis meliputi dua jenis penafsiran, yakni: pertama, penafsiran 

menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (wethistorisch) 

adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini 

dilihat dari pembuat undang-undangnya. Jadi dalam penafsiran ini, kehendak 

pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. Kedua, penafsiran menurut 

sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (rechtshistorisch) adalah 

metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh 

sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.  

Konstruksi Hukum yang meliputi: 

a. Metode argumentum per analogium (analogi) yakni metode penemuan hukum 

dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau 

perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada 

peraturannya. 

b. Metode argumentum a contrario yakni suatu metode dimana memberikan 

kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa 

apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka 

peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku 

kebalikannya. 

c. Metode penyempitan/pengkonkritan hukum (rechtsverfijning) yakni 

mengkonkritkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan 

umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. 

http://openjournal.unpam.ac.id/JPH


Jurnal Pena Hukum (JPH) Vol. 04  No. 03 (2025) : 151-157 156 

Available online at  http://openjournal.unpam.ac.id/JPH 
 

Putusan Hakim Diantara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial 

Hukum sebagai undang-undang seperti benda mati dan diam berisi norma-norma ideal 

dan cita-cita bersama bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan dan keserakahan 

serta mengatur yang boleh dan tidak boleh. Norma hukum diajukan ke pengadilan dan 

ketika sudah ada putusan hakim maka itulah hukum yang hidup sebagai kasus sengketa. 

Hukum memang bersemai dalam konflik dan sengketa sehingga cara paling tepat 

menemukan hukum yang hidup adalah melalui metode kasus sengketa. Dalam teori 

hukum kritis hukum adalah pedang bermata dua yang bisa ditafsir untuk kepentingan 

pihak tertentu. Dengan kekuasaannya orang bisa memiliki monopoli interpretasi terhadap 

hukum, mereka bisa menentukan siapa orang baik dan siapa kriminal, apakah suatu 

perbuatan adalah pelanggaran hukum atau demi menjaga kelangsungan status kekuasaan. 

Kebaikan dengan kejahatan bisa ditukar kemudian ditebar kesadaran palsu untuk 

memperoleh legitimasi publik. 

Dalam penegakan hukum, hakim memegang peranan penting dalam penegakan 

hukum, karena perannya yang sangat vital, hakim harus senantiasa diawasi, dijaga 

integritas, martabat dan kehormatannya untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum 

Indonesia. Dalam negara hukum, lembaga peradilan harus independen dan tidak 

memihak. Peradilan yang independen pada dasarnya adalah tentang mendapatkan 

keputusan seadil mungkin melalui pertimbangan dan otoritas hakim yang independen 

tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak lain. Sampai saat itu, peradilan yang 

independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kohesi sosial antara pihak-pihak 

yang bertikai. Penyelesaian perselisihan antara orang dengan orang maupun antara warga 

negara dengan penguasa diproses di pengadilan. 

Bahkan dalam urusan pribadi, prioritas masih menjadi masalah, dimana etika, 

moral dan kejujuran serta kapasitas sistem peradilan belum sepenuhnya independen dan 

lepas dari pengaruh dan kepentingan penguasa. Mereka tidak berhak mempengaruhi 

berbagai keputusan dan akibat hukum yang mereka buat sendiri, baik dari segi politik 

maupun ekonomi. 

 

KESIMPULAN  
Merupakan Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Hakim dapat menggunakan asas 

hukum yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam 

membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang 

menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa 

meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat 

dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Dan 

akan menghasilkan putusan yang adil sehingga kasus terselesaikan dengan baik tanpa 

menguntungkan atau memberatkan salah satu pihak. 
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